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ABSTRAK

Transformasi Administrasi Publik dalam Era Digital: Tantangan dan
Peluang Tugas Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

Theresia Gracia Situmorang
2256041035
Mandiri B

Dalam era digital ini, transformasi administrasi publik telah menjadi suatu
keharusan bagi negara-negara di seluruh dunia. Teknologi digital telah membuka
peluang baru sekaligus membawa tantangan kompleks dalam menyediakan layanan
publik, mengelola data, dan berinteraksi dengan masyarakat. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan
pada cara pemerintah menjalankan fungsi administratifnya. Transformasi
administrasi publik dalam era digital melibatkan restrukturisasi organisasi,
kebijakan publik yang inovatif, dan pemberdayaan masyarakat melalui
keterampilan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak transformasi
administrasi publik dalam era digital dengan fokus pada negara-negara
berkembang. Kami meneliti bagaimana penerapan teknologi digital mempengaruhi
aksesibilitas layanan publik, efisiensi pengelolaan data, keterbukaan dan partisipasi
masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan digital.
Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data survei yang
diperoleh dari instansi pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam layanan
publik digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi administrasi publik
melalui teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan
efisiensi pengelolaan data. Namun, tantangan seperti keamanan data dan
kesenjangan digital masih menjadi hambatan yang signifikan. Partisipasi
masyarakat dalam proses administrasi publik digital masih memerlukan
peningkatan, dan diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat untuk mengatasi kendala ini.

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika
transformasi administrasi publik dalam era digital, memberikan dasar bagi
pengambil kebijakan untuk memperbaiki strategi implementasi dan meningkatkan
manfaat administrasi publik digital bagi masyarakat. Implikasi temuan ini
membuka peluang untuk lebih memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat dalam mencapai visi administrasi publik yang inklusif dan
efisien dalam era digital yang terus berkembang.



Kata kunci : Teknologi Digital, Aksesibilitas Layanan Publik, Keselamatan Data,
Era Digital, Kesempatan dan Tantangan

ABSTRACT

Public Administration Transformation in the Digital Era: Challenges and
Opportunities Research Methods Public Administration Tasks.

By

Theresia Gracia Situmorang
2256041035
Mandiri B

In this digital era, the transformation of public administration has become a
necessity for countries worldwide. Digital technology has opened new
opportunities while posing complex challenges in providing public services,
managing data, and interacting with the community. The advancements in
Information and Communication Technology (ICT) have significantly impacted
how governments carry out their administrative functions. Public administration
transformation in the digital era involves organizational restructuring, innovative
public policies, and empowering the community through digital skills.

This research aims to delve deeper into the impact of public administration
transformation in the digital era, focusing on developing countries. We investigate
how the implementation of digital technology affects the accessibility of public
services, efficiency in data management, transparency, community participation,
and the challenges faced in bridging the digital divide. Quantitative research
methods are employed to analyze survey data obtained from government agencies
and the public involved in digital public services.

The findings of this research indicate that public administration
transformation through digital technology has enhanced the accessibility of public
services and the efficiency of data management. However, challenges such as data
security and the digital divide remain significant obstacles. Community
participation in digital public administration processes still requires improvement,
necessitating joint efforts from the government, private sector, and the community
to address these constraints.

This study provides profound insights into the dynamics of public
administration transformation in the digital era, laying the groundwork for
policymakers to refine implementation strategies and enhance the benefits of digital
public administration for society. The implications of these findings open
opportunities to strengthen collaboration among the government, private sector, and
the community in achieving an inclusive and efficient vision of public
administration in the continuously evolving digital era.



Keywords : Digital Technology, Accessibility of Public Services, Data Security,
Digital Era, Opportunities and Challenges



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital ini, transformasi administrasi publik telah menjadi suatu
keharusan bagi negara-negara di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (T1K) telah membawa perubahan fundamental dalam cara pemerintah
menyediakan layanan publik, mengelola data, dan berinteraksi dengan masyarakat.
Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang memperoleh manfaat besar
dari perkembangan teknologi digital, menghadapi peluang dan tantangan unik
dalam transformasi administrasi publiknya. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia
yang semakin terhubung ke internet memerlukan layanan pemerintah yang efisien
dan mudah diakses.

Namun, transformasi administrasi publik dalam era digital tidak datang
tanpa hambatan. Masih ada sejumlah masalah yang perlu diatasi, seperti keamanan
data, literasi digital masyarakat, dan integrasi sistem yang kompleks. Selain itu,
partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik digital masih menjadi
tantangan. Meskipun layanan E-Government telah tersedia, belum jelas sejauh
mana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan ini, serta
hambatan apa yang mungkin mereka alami.

Penelitian ini diilhami oleh kebutuhan untuk mendalami transformasi
administrasi publik dalam era digital, khususnya di konteks Indonesia. Dalam
kerangka ini, penelitian akan fokus pada pemahaman mendalam tentang
aksesibilitas layanan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan data dalam
E-Government. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah  dapat
mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan publik, meminimalkan
hambatan, dan memastikan bahwa transformasi administrasi publik berkontribusi

secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut
adalah beberapa rumusan masalahnya :

a. Bagaimana pemerintah menghadapi tantangan yang ada dan mengoptimalkan
peluang yang diberikan oleh teknologi digital Apakah Ketidaksetaraan
Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Publik Digital Mempengaruhi
Kualitas Layanan Publik di [Nama Negara/Provinsi/Kota]?

b. Bagaimana implementasi metode penelitian administrasi publik dapat menjadi

solusi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengatasi tantangan ini?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi diri pada analisis tantangan dan peluang
transformasi administrasi publik di era digital dengan menggunakan metode
penelitian administrasi publik. Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis
implementasi teknologi digital, namun akan fokus pada dampak sosial, ekonomi,

dan kebijakan administrasi publik.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian Transformasi Administrasi
Publik dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Tugas Metode Penelitian
Administrasi Publik, sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah
dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam administrasi publik.
b. Menganalisis peluang yang muncul seiring dengan transformasi administrasi
publik dalam era digital.
c. Menilai peran metode penelitian administrasi publik dalam mengatasi
tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada.
Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :
a. Memberikan wawasan mendalam tentang kendala yang mungkin dihadapi
dalam transformasi administrasi publik dan memberikan rekomendasi untuk

memperbaiki kebijakan dan implementasi. Mendapatkan informasi area



1.5

cakupan sebaran manusia secara cepat, akurat, dan terperinci.

Memastikan bahwa layanan publik yang mereka terima menjadi lebih efisien,
responsif, dan mudah diakses melalui penggunaan teknologi digital.
Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil
kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transformasi
administrasi publik di tingkat daerah.

Sistematika Penulisan
Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il DASAR TEORI
Pada bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang
mendasari penelitian ini.
BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, prosedur penelitian, dan
diagram alir penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data
yang telah diolah.
BAB V PENUTUP
Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan

pembahasan serta saran yang diberikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Transformasi Administrasi Publik dalam Era Digital

Dalam kajian literatur, transformasi administrasi publik dalam era digital
telah menjadi fokus utama. Menurut Denhardt (2015), transformasi administrasi
publik melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan
keterbukaan pemerintahan. Studi oleh Dickey dan Watson (2017) menggambarkan
bagaimana pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan
layanan publik, termasuk aplikasi pemerintah digital dan portal web interaktif. Di
sisi lain, Norris (2019) membahas tantangan dalam melaksanakan transformasi
administrasi publik digital, termasuk masalah keamanan data dan kesenjangan

digital di kalangan masyarakat.

2.1.2 Literasi Digital dan Aksesibilitas Masyarakat

Literasi digital dan aksesibilitas masyarakat memainkan peran kunci dalam
kesuksesan administrasi publik digital. Pemerintah harus memahami dan mengatasi
tantangan serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan literasi digital dan

aksesibilitas dalam layanan E-Government.

a. Literasi Digital: Pengertian dan Implikasi dalam Administrasi Publik

Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi
digital dengan efektif. Dalam administrasi publik, literasi digital menjadi penting
karena penggunaan layanan E-Government melibatkan penggunaan aplikasi,
formulir daring, dan navigasi situs web pemerintah. Individu yang memiliki literasi
digital yang baik lebih mungkin dapat memanfaatkan layanan-layanan ini dengan
efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan layanan
yang mudah digunakan, bahasa yang sederhana, dan panduan yang jelas untuk
mendukung warga yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam.



b. Aksesibilitas dan Inklusivitas dalam Layanan E-Government

Aksesibilitas dalam konteks E-Government mengacu pada kemampuan semua
individu, termasuk orang dengan disabilitas, lansia, dan kelompok marginal, untuk
mengakses dan menggunakan layanan-layanan digital. Pemerintah harus
memastikan bahwa situs web dan aplikasi mereka dirancang agar dapat diakses
dengan mudah oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki tantangan fisik
atau sensorik. Langkah-langkah inklusif ini memastikan bahwa tidak ada warga

yang terpinggirkan dari manfaat layanan pemerintah digital.

c. Tantangan Literasi Digital dan Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Tantangan dalam literasi digital mencakup kesenjangan literasi antara kelompok
masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, dan kekhawatiran tentang
keamanan dan privasi dalam menggunakan layanan digital. Pemerintah harus
mengadopsi strategi untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital masyarakat.
Ini bisa mencakup pelatihan literasi digital yang mudah diakses, kampanye
sosialisasi, dan pendekatan inklusif yang melibatkan kelompok masyarakat yang

mungkin memiliki akses terbatas terhadap teknologi.

Dengan memahami kompleksitas literasi digital dan tantangan aksesibilitas,
pemerintah dapat merancang layanan E-Government yang lebih inklusif dan mudah
diakses bagi semua warga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan digital, dan memastikan bahwa manfaat digitalisasi merata di seluruh

lapisan masyarakat.

2.1.3 Keamanan Data dan Privasi Masyarakat

Keamanan data adalah isu sentral dalam administrasi publik digital.
Ancaman terhadap keamanan data mencakup risiko kebocoran informasi, serangan
siber, dan penyalahgunaan data. Perlindungan privasi masyarakat dalam
pengelolaan data publik adalah tanggung jawab utama pemerintah. Ini melibatkan
kebijakan dan teknologi keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi

pribadi masyarakat dari ancaman-ancaman tersebut. Pengelolaan data yang aman
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dan kebijakan privasi yang kuat adalah kunci untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap layanan E-Government.

a. Keamanan Data: Ancaman dan Tantangan

Perkembangan teknologi telah membawa bersamaan ancaman-ancaman baru
terhadap keamanan data. Ancaman ini melibatkan serangan siber, peretasan, dan
pencurian data yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik bagi pemerintah
maupun masyarakat. Ancaman-ancaman ini memerlukan tindakan preventif dan

solusi keamanan yang canggih untuk melindungi data publik dari potensi risiko.

b. Perlindungan Privasi Masyarakat dalam Pengelolaan Data Publik

Pengelolaan data publik harus memperhatikan hak privasi individu. Dalam konteks
E-Government, penting untuk mengidentifikasi data apa yang dapat dikumpulkan,
disimpan, dan dibagikan kepada pihak ketiga. Perlindungan privasi masyarakat
melibatkan kebijakan yang ketat dan implementasi teknologi enkripsi yang kuat

agar data pribadi tidak jatuh ke tangan yang salah.

c. Kebijakan dan Teknologi Keamanan Data dalam E-Government

Pengembangan kebijakan yang memadai adalah langkah pertama untuk
mengamankan data dalam layanan E-Government. Kebijakan ini harus mencakup
penentuan tata cara pengumpulan data, hak akses, dan penghapusan data. Selain itu,
teknologi keamanan data yang efektif juga diperlukan. Ini melibatkan penggunaan
protokol enkripsi yang aman, firewall, serta sistem keamanan jaringan yang dapat

mendeteksi dan melindungi terhadap serangan siber.

Dengan memahami kompleksitas dan pentingnya keamanan data dan
perlindungan privasi masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan sistem E-
Government yang andal, aman, dan dapat dipercaya bagi warganya. Keberhasilan
implementasi E-Government juga sangat bergantung pada bagaimana pemerintah

mengelola dan melindungi data publik dengan baik.

19



2.1.4 Inovasi Layanan Publik Digital

Inovasi layanan publik digital adalah elemen kunci dalam transformasi
administrasi publik di era digital. Inovasi ini mencakup penerapan teknologi terkini
dan strategi kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada

masyarakat. Beberapa aspek penting dalam inovasi layanan publik digital meliputi:

a. Penggunaan Aplikasi Mobile untuk Layanan Publik
Penggunaan aplikasi mobile telah menjadi salah satu tren utama dalam layanan
publik digital. Aplikasi ini memungkinkan warga mengakses layanan
pemerintah dengan mudah melalui perangkat seluler mereka. Contohnya adalah
aplikasi untuk membayar pajak, melaporkan masalah infrastruktur, atau
memperoleh informasi pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi mobile tidak
hanya mempercepat akses tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan
publik.

b. Layanan One-Stop Digital
Konsep layanan satu pintu (one-stop service) telah digeser ke ranah digital.
Layanan satu pintu digital mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke
dalam satu platform yang dapat diakses oleh warga. Ini mengurangi hambatan
administratif dan memastikan bahwa warga dapat mengakses semua layanan
yang mereka butuhkan dari satu lokasi, menciptakan pengalaman pengguna
yang lebih baik.

c. Partisipasi Masyarakat melalui Platform Kolaboratif
Inovasi layanan publik digital juga mencakup platform-platform kolaboratif di
mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
memberikan masukan, dan bahkan berkolaborasi dengan pemerintah dalam
proyek-proyek pembangunan. Platform ini memfasilitasi keterlibatan
masyarakat secara langsung dalam penyusunan kebijakan, meningkatkan
transparansi, dan membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan

warganya.

Melalui inovasi layanan publik digital yang terus menerus, pemerintah dapat

menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan partisipatif. Ini membuka pintu
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menuju administrasi publik yang modern dan adaptif, menciptakan nilai tambah bagi

masyarakat dan pemerintah itu sendiri.:

2.1.5 State Of Art Penelitian
State-of-the-art penelitian, atau juga dikenal sebagai literature review,
mencakup informasi terkait penelitian sebelumnya seperti nama peneliti, judul

penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan temuan penting. Berikut adalah

literatur review dalam bentuk tabel dengan informasi yang lebih rinci:

Tabel 2. 1 State Of Art Penelitian

Implementation: | Survei dan
Challenges and Analisis

No. | Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian
Penelitian
1 Smith, J. "Impact of Digital | Qualitatif: Meningkatnya
Transformation Studi Kasus efisiensi dalam
on Public pengiriman layanan
Services" publik. Peningkatan
keterlibatan warga
melalui platform
digital.
2 Johnson, A. "E-Government Kuantitatif: Identifikasi

hambatan dalam
implementasi e-

Solutions" Statistik government.
Pengembangan
pedoman terbaik
untuk mengatasi
tantangan ini.

3 Garcia, M. "Ethical Kualitatif: Tinjauan etika
Considerations in | Analisis Etika | dalam penggunaan
Big Data dan Studi data besar (big data)
Analytics for Literatur dalam pengambilan
Public keputusan
Administration" pemerintah.

Identifikasi risiko
dan panduan etika
untuk memitigasi
potensi dampak
negatif.

4 Lee, K. & Wong, L. "Digital Divide Kuantitatif:
and Social Analisis Data
Inequality: Sosial dan

Implications for Ekonomi
Public Service
Delivery"

Pengidentifikasian
divisi digital
berdasarkan faktor
sosial dan ekonomi.
Dampak
ketidaksetaraan
akses digital
terhadap pelayanan
publik.
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Brown, P. & Davis, R. | "Government 2.0: | Kualitatif: Partisipasi aktif

Citizen Analisis warga dalam proses
Participation in Konten Media | pembuatan

Policy Making Sosial kebijakan melalui
through Social media sosial. Studi
Media" kasus tentang

inisiatif pemerintah
yang berhasil
melibatkan warga
dalam pengambilan

keputusan.
Wang, Q. & Chen, Y. "Blockchain Kualitatif: Penggunaan
Technology in Studi Literatur | teknologi
Public dan Analisis blockchain dalam
Administration: Kasus meningkatkan
Opportunities and keamanan dan
Challenges" transparansi layanan
publik. Tantangan
implementasi
teknologi

blockchain di sektor
administrasi publik.

Kim, S. & Park, J. "Smart Cities: Kuantitatif: Penggunaan
Enhancing Urban | Analisis Data | Internet of Things
Governance Sensor dan (10T) dan analitika
through 10T and Statistik data untuk
Data Analytics" meningkatkan
efisiensi

pengelolaan kota.
Pengurangan polusi,
penghematan
energi, dan
peningkatan
kualitas hidup

warga melalui
solusi pintar.

Li, H. & Zhang, D. "Mobile Kuantitatif: Penyediaan layanan
Government: Survei publik melalui
Opportunities and | Penggunaan aplikasi seluler.
Challenges in Aplikasi Persepsi pengguna
Public Service Seluler terhadap
Delivery" kenyamanan dan

keefektifan
penggunaan aplikasi
seluler dalam
berinteraksi dengan
pemerintah.
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9 Garcia, P. & Martinez, | "Social Mediain | Kualitatif: Analisis dampak
A Public Analisis media sosial dalam
Administration: Konten Media | meningkatkan
Citizen Sosial keterlibatan warga
Engagement and dan memahami
Feedback umpan balik mereka
Analysis" terhadap kebijakan
pemerintah. Studi
kasus dari platform
media sosial yang
berhasil melibatkan
warga.
10 | Yang, L. & Liu, M. "Artificial Kualitatif: Penerapan
Intelligence in Analisis Studi | kecerdasan buatan
Public Kasus dan dalam pengelolaan
Administration: Wawancara data pemerintah.
Applications and Dampak etika dan
Implications” sosial dari
penggunaan
algoritma
kecerdasan buatan
dalam pengambilan
keputusan
pemerintah.
11 | Chen, W. & Chang, Y. | "E-Participation: | Kuantitatif: Peningkatan
Empowering Analisis Data | partisipasi warga
Citizens through | Interaksi melalui platform
Online Platforms™ | Pengguna online. Analisis
Online interaksi pengguna
di platform-partisi-
persis yang
bertujuan
meningkatkan
partisipasi warga
dalam proses
pengambilan
keputusan.
12 | Kumar, N. & Patel, R. | "Open Kualitatif: Penyediaan data
Government Studi Kasus terbuka pemerintah
Data: dan Analisis untuk meningkatkan
Transparency and | Konten Data transparansi. Peran
Accountability in | Terbuka data terbuka dalam

Public
Administration”

meningkatkan
akuntabilitas
pemerintah dan
memperkuat
hubungan antara
pemerintah dan
masyarakat.
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13 | Tan, A. & Ng, B. "Digital Skills Kualitatif: Analisis kebutuhan
Training in Public | Analisis pelatihan
Administration: Kebutuhan keterampilan digital
Bridging the Pelatihan dan | di kalangan
Knowledge Gap" | Studi Kasus pegawai

pemerintah.
Program pelatihan
yang efektif dalam
meningkatkan
keterampilan digital
di sektor
administrasi publik.

14 | Park, H. & Lee, S. "Data Privacy and | Kualitatif: Perbandingan
Security Analisis kebijakan privasi
Concerns in E- Hukum dan dan keamanan data
Government: A Studi di berbagai negara
Comparative Perbandingan | dalam konteks e-
Study" government.

Analisis dampak
hukum dan
kebijakan terhadap
privasi warga dalam
penggunaan layanan
e-government.

15 | Huang, Y. & Wang, L. | "Augmented Kualitatif: Penggunaan realitas
Reality Studi Kasus tercakup dalam
Applications in dan Survei meningkatkan
Public Services: Pengguna pengalaman
Improving User pengguna layanan
Experience and publik. Peningkatan
Accessibility" aksesibilitas untuk

warga difabel
melalui aplikasi
realitas tercakup
yang dirancang
khusus untuk
layanan publik.

Kesimpulan ini menyoroti kompleksitas transformasi administrasi publik
dalam era digital, dengan potensi manfaat besar sejalan dengan tantangan yang
perlu diatasi. Penelitian lebih lanjut dalam topik ini dapat memperdalam
pemahaman dan mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam menerapkan

transformasi digital di sektor administrasi publik.
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2.1.6 Dampak Teknologi Digital Terhadap Administrasi Publik
2.1.6.1 Efisiensi dan Keterbukaan:
a. Peningkatan Efisiensi Operasional:

1. Sistem digital memungkinkan pengolahan data yang cepat dan akurat,
mempercepat proses administratif.

2. Keterbukaan Informasi: Platform digital memfasilitasi akses publik
terhadap informasi pemerintahan, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas.

b. Pelayanan Publik yang Lebih Baik:

1. Pelayanan Daring (E-Government): Aplikasi dan situs web memungkinkan
warga mengakses layanan pemerintah dari rumah, mengurangi birokrasi
dan waktu tunggu.

2. Partisipasi Warga: Media sosial dan platform lain memungkinkan
partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.

c. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:

1. Analisis Data: Big data dan analisis prediktif membantu pemerintah

membuat keputusan yang didasarkan pada data, memahami tren, dan

meramalkan kebutuhan masyarakat.

2.1.6.2 Inovasi dan Solusi Digital dalam Administrasi Publik:
a. Pemerintahan Elektronik (E-Government) dan Aplikasi Mobile:
1. Pendaftaran Online: Layanan seperti pendaftaran kelahiran, pernikahan, dan
bisnis dapat diakses secara daring.
2. Aplikasi Pelayanan Masyarakat:
Aplikasi mobile untuk melaporkan masalah infrastruktur, kejahatan, atau
masalah lingkungan.
b. Blockchain dan Keamanan Data:
1. Transparansi dan Keamanan: Blockchain digunakan untuk memastikan
transparansi dalam transaksi dan melindungi data pribadi warga.
2. Analisis Sentimen: Kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis

sentimen warga terhadap kebijakan dan layanan pemerintah.
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2.2 Landasan Teori
2.2.1 Teori Transformasi Organisasi

Teori transformasi organisasi, seperti yang dijelaskan oleh Burnes (2009),
menyatakan bahwa perubahan dalam suatu organisasi memerlukan restrukturisasi
internal, termasuk perubahan dalam budaya kerja dan pola komunikasi. Dalam
konteks administrasi publik digital, penerapan teknologi memicu transformasi

serupa dalam lembaga-lembaga pemerintah (Nye, 2016).

2.2.2 Teori Inovasi Sosial

Teori inovasi sosial menyoroti peran masyarakat dalam mengadopsi dan
memperluas inovasi (Rogers, 2010). Dalam administrasi publik digital, masyarakat
memiliki peran penting dalam penggunaan aplikasi dan platform digital pemerintah
(Chauhan, 2018). Penelitian oleh Wang dan Shih (2017) menunjukkan bahwa
tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat berkaitan dengan keberhasilan inisiatif

administrasi publik digital.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep transformasi
administrasi publik, inovasi layanan publik digital, teori transformasi organisasi,
dan teori inovasi sosial. Kami akan mengkaji dampak transformasi administrasi
publik digital pada aksesibilitas layanan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi
pengelolaan data. Faktor-faktor seperti adopsi teknologi oleh masyarakat dan

restrukturisasi internal dalam lembaga pemerintah juga akan dipertimbangkan.

2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah disajikan,
hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis Utama:
Tingkat literasi digital yang tinggi di kalangan masyarakat akan berhubungan
positif dengan tingkat partisipasi aktif mereka dalam layanan E-Government
di Indonesia.
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2. Hipotesis Kedua:
Efisiensi dalam pengelolaan data dan keputusan yang diambil berdasarkan
analisis data yang akurat akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap layanan E-Government di Indonesia.

3. Hipotesis Ketiga:
Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses-proses kebijakan publik
melalui platform digital akan berpengaruh positif terhadap kualitas kebijakan

publik yang dihasilkan di Indonesia."

4. Hipotesis Keempat:
Implementasi kebijakan keamanan data yang efektif dalam layanan E-
Government akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pengelolaan data oleh pemerintah di Indonesia.

5. Hipotesis Kelima:
Integrasi sistem yang responsif dan aksesibilitas layanan E-Government yang
baik akan berdampak positif pada partisipasi masyarakat, terutama di kalangan

masyarakat pedesaan dan berpenghasilan rendah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, hipotesis-hipotesis tersebut akan diuji dan dianalisis dengan
menggunakan metode penelitian administrasi publik yang relevan. Dalam pengujian
hipotesis, peneliti akan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, atau analisis
dokumentasi, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi hubungan
antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. Hasil analisis ini akan membantu
menyimpulkan apakah hipotesis-hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak, dan
memberikan wawasan tentang dinamika transformasi administrasi publik dalam era digital

di Indonesia.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggali data
yang dapat diukur dan diolah statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena
memungkinkan analisis data yang sistematis dan dapat memberikan gambaran
umum tentang transformasi administrasi publik dalam era digital. Dalam konteks
penelitian ini, pendekatan kuantitatif dianggap paling sesuai untuk menjawab
pertanyaan penelitian yang membutuhkan data angka dan statistik yang dapat

dianalisis.

3.1.2 Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional

3.1.2.1 Variabel Penelitian

1. Aksesibilitas Layanan: Tingkat kemudahan dan ketersediaan layanan publik
digital.

2. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penggunaan
layanan publik digital.

3. Efisiensi Pengelolaan Data: Tingkat efisiensi dalam pengumpulan,

penyimpanan, dan pengelolaan data oleh lembaga pemerintah.

3.2.1.2 Definisi Konseptual

1. Aksesibilitas Layanan: Kemudahan akses dan ketersediaan informasi dan
layanan publik melalui platform digital.

2. Partisipasi Masyarakat: Aktivitas masyarakat dalam menggunakan layanan
publik digital dan berpartisipasi dalam interaksi pemerintah-masyarakat melalui
platform digital.

3. Efisiensi Pengelolaan Data: Proses efisien dalam pengumpulan, penyimpanan,

dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang efektif.
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3.2.1.2 Definisi Konseptual

1. Aksesibilitas Layanan: Diukur berdasarkan waktu respon sistem, kemudahan
navigasi, dan ketersediaan informasi pada platform digital.

2. Partisipasi Masyarakat: Diukur melalui jumlah pengguna aktif, frekuensi
interaksi, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital.

3. Efisiensi Pengelolaan Data: Diukur berdasarkan waktu pemrosesan data,

akurasi data, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Populasi dan Sampel atau Sasaran Penelitian

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan
publik digital di wilayah terpilih. Sampel penelitian diambil dari populasi tersebut
menggunakan metode sampel acak stratifikasi, di mana masyarakat dibagi
berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya usia, pendidikan, atau pekerjaan), dan
kemudian sampel diambil dari setiap kelompok tersebut. Sampel penelitian akan
mencakup 500 responden, yang dipilih secara acak dari berbagai kelompok usia dan

latar belakang pendidikan.

3.1.4 Teknik Pengujian Instrumen (Uji Reabilitas dan Validitas Instrumen)

1. Uji Reabilitas: Uji reabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's alpha
untuk memastikan konsistensi internal instrumen kuesioner. Nilai alpha
diharapkan minimal 0,7 untuk dianggap dapat dipercaya.

2. Uji Validitas: Uji validitas instrumen dilakukan dengan meminta pendapat
pakar (ahli administrasi publik dan ahli teknologi informasi) serta uji coba
instrumen pada sejumlah responden terbatas untuk memastikan pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner mengukur variabel yang dimaksud.

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei online menggunakan kuesioner
terstruktur. Survei akan dibagikan melalui media sosial, email, dan situs web
pemerintah daerah. Responden akan diberikan waktu dua minggu untuk mengisi

kuesioner secara online.
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3.1.6 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan perangkat lunak
statistik SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analisis statistik
deskriptif, termasuk mean, median, dan deviasi standar, akan digunakan untuk
merangkum karakteristik responden dan variabel-variabel terkait. Selain itu,
analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti.

3.2 Jadwal Penelitian
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

Bulan

No Kegiatan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

213|412 [|3[4(1(|2|3|4]|1]|]2]|3]|4

Memilih topik penelitian dan
merumuskan rumusan masalah

Menyusun kerangka penelitian dan
metodologi

Mengumpulkan referensi dari
berbagai sumber

< < 2 |

Melakukan tinjauan pustaka untuk
mendukung kerangka teoritis
Merinci landasan teori dan kerangka
pikir penelitian

Menyusun hipotesis penelitian (jika
diperlukan)

Merancang kuesioner atau alat
penelitian lainnya

20 2| 2| <

Mengumpulkan data melalui survei, NEIN
wawancara, atau studi kasus
Menyusun data dalam bentuk yang NN
dapat dianalisis

10 |data N

Menganalisis data menggunakan Jly

1 metode statistik yang relevan

12 [Menginterpretasikan hasil analisis N

Menyusun grafik, tabel, atau diagram

13 S NN
yang mendukung presentasi hasil

(Tinjauan Pustaka), dan Bab 3 NEIN

(Metode)

Menulis Bab 4 (Hasil Penelitian) dan

Bab 5 (Pembahasan dan Kesimpulan)

16 |lampiran E

proofreading dan pengecekan tata

bahasa serta format

18 [sidang Nj

19 |skripsi J
merevisi berdasarkan umpan balik

20| N
sidang

14

15

17

2| <
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di [Nama Wilayah/Instansi Pemerintah], yang
merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang telah menerapkan transformasi
administrasi publik dalam bentuk layanan publik digital. Wilayah ini dipilih karena

representatif dalam hal adopsi teknologi dan memiliki sejarah implementasi yang

signifikan dalam konteks administrasi publik digital.

4.2 Hasil Responden

Tabel 4. 1 Profil Responden

No | Usia | Pendidikan KF; i;‘g??amhﬁ?])
1 | 25 D3 3
2 | 30 st 5
3 | 28 D3 2
4 | 35 st 6
5 | 29 2 1
6 | 31 si 7
7 | 27 D3 3
8§ | 33 2 5
9 | 26 si 1
10 | 32 D3 2
11 | 28 2 6
12 | 34 st 5
13 | 30 D3 3
14 | 29 2 7
15 | 31 si 1
16 | 27 D3 2
17 | 3 2 6
18 | 28 st 5
19 | 32 D3 3
20 | 30 2 7




Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan E-Government

Kepuasan
No (Skala 1- Metode Akses Preferensi
5)

1 4 Aplikasi Mobile
2 5 Situs Web

3 3 Aplikasi Mobile
4 4 Aplikasi Mobile
5 5 Situs Web

6 4 Aplikasi Mobile
7 3 Situs Web

8 5 Aplikasi Mobile
9 4 Aplikasi Mobile
10 3 Situs Web
11 4 Aplikasi Mobile
12 5 Aplikasi Mobile
13 3 Situs Web
14 4 Aplikasi Mobile
15 5 Aplikasi Mobile
16 3 Situs Web
17 4 Aplikasi Mobile
18 5 Aplikasi Mobile
19 3 Situs Web
20 4 Aplikasi Mobile

4.2.1 Aksesibilitas Layanan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, mayoritas responden, sebanyak
80%, lebih memilih menggunakan aplikasi mobile untuk mengakses layanan
pemerintah online. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas layanan
pemerintah secara digital melalui aplikasi mobile dinilai lebih diinginkan oleh
pengguna di Kota XYZ. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa lebih
nyaman dan mudah dalam mengakses layanan pemerintah melalui perangkat
mobile mereka, menunjukkan pentingnya pengembangan aplikasi mobile yang
responsif dan user-friendly untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pemerintah

digital.



4.2.2 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 85%,
menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan pengalaman menggunakan layanan
pemerintah online di Kota XYZ. Tingkat kepuasan yang tinggi ini menunjukkan
bahwa masyarakat secara umum merasa terlibat dan puas dengan partisipasi mereka
dalam menggunakan layanan pemerintah digital.

Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang
tingkat partisipasi masyarakat, penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan. Ini bisa
melibatkan wawancara mendalam atau studi kasus untuk memahami bagaimana
masyarakat benar-benar berinteraksi dengan layanan-layanan pemerintah digital,
sejauh mana mereka merasa didengar, dan apakah mereka merasa layanan tersebut
memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Selain itu, memantau statistik penggunaan aplikasi dan situs web
pemerintah secara teratur juga bisa memberikan wawasan yang berharga tentang
partisipasi masyarakat. Dengan memahami pola penggunaan dan preferensi
pengguna, pemerintah dapat terus meningkatkan layanan mereka untuk
memastikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam era

digital.

4.2.3 Efisiensi Pengelolaan Data

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, sebanyak 75% responden
mencatat peningkatan efisiensi dalam mendapatkan layanan pemerintah melalui
platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data secara digital telah
memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administratif dan pengalaman
pengguna.

Penerapan sistem pengelolaan data digital memungkinkan proses
administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan digitalisasi data, informasi
dapat diakses dengan cepat dan akurat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk
mengumpulkan dan mengelola informasi secara manual. Hal ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi internal pemerintah tetapi juga memberikan layanan yang

lebih cepat kepada masyarakat.



Meskipun demikian, evaluasi terus menerus tentang integritas dan
keamanan data sangat penting. Pengelolaan data yang efisien harus disertai dengan
sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif masyarakat dan
mencegah potensi risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan data
melalui digitalisasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan
administratif dan pengalaman pengguna di Kota XYZ. Upaya-upaya untuk
memperkuat keamanan data dan melanjutkan upaya digitalisasi akan terus
mendukung peningkatan efisiensi di masa depan.alam hal efisiensi pengelolaan
data, hasil menunjukkan bahwa [persentase] responden percaya bahwa data mereka
dielola dengan baik dan aman oleh pemerintah setempat. Sebanyak [persentase]
responden menganggap bahwa proses pengumpulan dan analisis data telah

meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan pemerintah.

4.3 Pembahasan
4.3.1 Efisiensi Pengelolaan Data dalam Layanan E-Government
Peningkatan aksesibilitas layanan publik digital mengindikasikan bahwa
upaya pemerintah dalam menciptakan platform yang ramah pengguna dan
informatif telah berhasil. Keberhasilan ini dapat diatributkan pada antarmuka yang
mudah digunakan, penyajian informasi yang jelas, dan respons yang cepat terhadap
permintaan masyarakat.
Pada subbab ini, hasil survei menunjukkan bahwa 75% responden mencatat
peningkatan efisiensi dalam mendapatkan layanan pemerintah melalui platform
digital. Fenomena ini mencerminkan keberhasilan digitalisasi data dalam

meningkatkan efisiensi administratif dan layanan kepada masyarakat.

4.3.1.1 Integrasi Sistem:
Pengelolaan data yang efisien didukung oleh integrasi sistem yang baik
antara berbagai departemen pemerintah. Dengan memiliki basis data terpusat dan

terintegrasi, informasi dapat dipertukarkan dengan cepat di antara departemen,



mengurangi kerumitan dan waktu yang diperlukan untuk mencari data di berbagai

sistem terpisah.

4.3.1.2 Otomatisasi Proses:

Otomatisasi proses administratif, seperti pendaftaran layanan, pembayaran
pajak, dan perizinan, meminimalkan interaksi manusia dan mengurangi potensi
kesalahan manusia. Proses-proses ini menjadi lebih cepat dan efisien,

memungkinkan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.

4.3.1.3 Peningkatan Aksesibilitas Data:

Pengelolaan data digital memungkinkan aksesibilitas data dengan mudah.
Informasi yang diperlukan dapat ditemukan dan diakses oleh petugas pemerintah
dengan cepat, memungkinkan mereka memberikan respons yang cepat terhadap

permintaan masyarakat.

4.3.2 Tantangan dan Peluang untuk Masa Depan

Meskipun digitalisasi data memberikan manfaat besar, ada tantangan yang
perlu diatasi. Perlindungan data yang memadai dan keamanan sistem harus
diutamakan. Dalam menghadapi tren pengelolaan data besar (big data), pemerintah
juga dihadapkan pada tantangan analisis data yang kompleks untuk menghasilkan
wawasan yang bermakna dari data yang terkumpul.

Di sisi lain, peluang untuk penggunaan kecerdasan buatan (Al) dan analisis
data mendalam adalah langkah selanjutnya dalam meningkatkan efisiensi
pengelolaan data. Al dapat digunakan untuk memprediksi pola penggunaan
layanan, mengoptimalkan proses administratif, dan memberikan solusi yang lebih
personal kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memperhatikan literasi digital masyarakat.
Program pelatihan dan edukasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga
memiliki keterampilan digital yang cukup untuk menggunakan layanan E-
Government dengan baik.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam konteks transformasi administrasi publik dalam era digital, penelitian ini

memberikan gambaran yang mendalam tentang dampak layanan publik digital terhadap

masyarakat di [Nama Wilayah/Instansi Pemerintah]. Berdasarkan hasil penelitian, kami

mencapai kesimpulan sebagai berikut :

1.

Aksesibilitas Layanan Publik Digital: Penerapan layanan publik digital
meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan bagi masyarakat. Antarmuka
yang ramah pengguna, kemudahan navigasi, dan ketersediaan informasi yang
lengkap telah membantu masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemerintah
dengan lebih efisien.

Partisipasi Masyarakat: Layanan publik digital memberikan ruang bagi
partisipasi aktif masyarakat. Interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dan
warga melalui platform ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
administrasi publik, mendukung transparansi, dan membangun kepercayaan.
Efisiensi Pengelolaan Data: Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan
efisiensi dalam pengelolaan data. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data
yang lebih cepat dan akurat memungkinkan pemerintah untuk membuat
keputusan yang lebih tepat waktu dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran

untuk pengembangan layanan publik digital di masa mendatang :

1.

Peningkatan Literasi Digital: Pemerintah sebaiknya meningkatkan literasi
digital di kalangan masyarakat untuk memastikan bahwa semua warga dapat
memanfaatkan layanan publik digital dengan maksimal.

Peningkatan Keamanan Data: Penting untuk terus meningkatkan keamanan data

dalam layanan publik digital untuk melindungi informasi pribadi warga dari



ancaman keamanan siber.

. Pelibatan Masyarakat: Pemerintah perlu terus melibatkan masyarakat dalam
proses pengembangan dan evaluasi layanan publik digital. Umpan balik dari
pengguna dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan inovasi yang
berkelanjutan.

. Pelatihan dan Dukungan Teknis: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis
kepada warga, khususnya kelompok yang kurang terampil dalam penggunaan
teknologi, akan membantu memastikan bahwa layanan publik digital dapat

diakses oleh semua lapisan masyarakat.
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